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ABSTRAK

Peneliti membuat judul penelitian yaitu Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt. Sus/2012),
dengan permasalaahan yeng diteliti yakni: Bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan Apakah
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek jaminan
gadai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, menjelaskan, atau mengklarifikasi mengenai bagaimana
tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat
membatalakan proses eksekusi objek jaminan gadai, berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang
berlaku. Dan manfaat penelitian ini, dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang diteliti, dengan
jalan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan
berdasarkan temuan yang berhubungan dengan fakta tersebut dan juga dasar hukumnya, dengan
menemukan peraturan perundang - undangan yang berkaitan. Pendekatan dalam melakukan analisis ini,
antara lain: Pendekatan perundang - undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Maka
penelitian ini memperoleh suatu jawaban sebagai berikut: lelang yang telah melalui proses pengadilan, tidak
dapat dibatalkan. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1155 BW, maka memberikan jaminan kepastian
hukum bagi kreditur untuk melelang objek gadai milik debitur yang wanprestasi, karena debitur tidak mau
memenuhi kewajibanya dan mengabaikan peringatan yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan peran dan
kewenangan BPSK hanya menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha
sebagaimana diatur di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Maka peneliti menyimpulkan bahwa BPSK tidak berwenang menangani permasalahan gadai antara debitur
dengan kreditur, karena subjek hukumnya berbeda dan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan gadai adalah Pasal 1150 - 1160 KUHPer, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 27/ PMK. 06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.

Kata Kunci: eksekusi objek jaminan gadai
ABSTRACT

The researcher makes the title of the research is Execution of Pawn Guarantee Objects Involving Consumer
Dispute Settlement Agency (Case Study of Supreme Court Decision No. 480 K / Pdt Sus / 2012), with issues
examined namely: How the execution procedure of the object of mortgage guarantee and Is the decision of
the Agency Consumer Dispute Settlement may invalidate the execution process of a pledge object. The
purpose of this study is to analyze, explain, or clarify about how the execution procedure of the pledge
object and whether the decision of the Consumer Dispute Settlement Board may cancel the execution process
of the pledge object, under applicable laws and regulations. And the benefits of this research, can solve and
resolve the problem under study, by way of presenting the facts according to the prevailing legal
circumstances, then drawing conclusions based on findings relating to that fact as well as the legal basis, by
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finding relevant legislation. Approaches in conducting this analysis, among others: Legal approaches,
concept approaches, and case approaches. So this study obtained an answer as follows: auctions that have
been through litigation, can not be canceled. Because based on the provisions of Article 1155 BW, it provides
a guarantee of legal certainty for the creditor to auction the mortgage object of the debtor's default, because
the debtor does not want to fulfill its obligation and ignores the warning given by the creditor. While the role
and authority of BPSK only solve the problems between consumers and business actors as regulated in Law
Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. So the researcher concludes that BPSK is not
authorized to handle pawning issues between the debtor and the creditor, because the legal subject is
different and the legal basis used to solve the pawn problem is Article 1150 - 1160 KUHPer, Regulation of the
Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27/ PMK. 06/ 2016 concerning Guideline for
Implementation of Auction, Law No. 4/1996 concerning Land and Property Rights Related to Land and Law
No. 10/1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking .
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam
rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang - Undang Dasar 1945. Untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang
senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks
serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi,
dalam hal ini ialah kegiatan pegadaian yang memiliki tujuan agar dapat memberikan

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

PERUM Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia
yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum
gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak
perlu takut kehilangan barang - barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain
prosedur dan syarat - syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup
memberikan keterangan - keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit,
waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai
dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu : “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Penggadaian menjadi solusi krisis disaat tingginya suku bunga kredit di perbankan, karena
itu masyarakat lebih suka mencari dana murah ke pegadaian, karena dana yang dibutuhkan dapat
diperoleh dalam waktu yang tidak lama hanya 15 menit setelah barangnya ditaksir. Dana
pegadaian ini tak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat tetapi juga banyak
dipakai sebagai modal bagi pengusaha kelas menengah kecil. Sehingga omzet kredit pegadaian
setiap tahunnya terus meningkat.

Kenapa orang lebih suka memilih pegadaian sebagai alternatif pembiayaan, Karena
prosedur yang harus ditempuh tidak sulit, cepat, dan biaya yang dikenakan relatif tidak terlalu
membebani. Selain itu, pegadaian tidak terlalu mementingkan untuk apa uang yang akan
dipinjam, yang terpenting adalah jaminan barang - barang yang akan dijadikan jaminan. Atas
dasar ini masyarakat lebih minat terhadap penggadaian dalam memperoleh dana permodalan.



Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang -
piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin
dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya
diantara kreditur dan debitur.

Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagaijaminan. Jaminan
yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari: Benda bergerak
berwujud dan Benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan
atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang

digadaikan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 480 K/ Pdt. Sus/ 2012, mengenai sengketa
antara kreditur dengan debitur atas eksekusi lelang objek jaminan gadai. Awalnya Martha Sitorus
(debitur) yang bertempat tinggal di jalan Matahari II No. 140 blok 5, Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan mendatangai PERUM Pegadaian kator wilayah I
(kreditur) yang berkedudukan dijalan Pegadaian No. 112 Medan, untuk mengajukan kredit gadai.
Singkat cerita, Martha Sitorus mendapat fasilitas kredit gadai dengan Surat Bukti Kredit (SBK)
Nomor 03763 dan Nomor 03765 dengan jumlah pinjaman kurang lebih sebesar Rp.9.700.000, -
(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PERUM pegadaian kantor wilayah I Kota Medan,
dengan objek jaminan gadainya berupa: Rante Tura Mancur, Gelang Kaki model Gelombang,
Cincin Elisabeth Mata Berlian, dan Liontin Labu Mata Berlian.

Kredit gadai yang disalurkan oleh Kreditur ke Debitur telah jatuh lelang pada tanggal 20
Juli 2009 dengan SBK Nomor 03763 dan Nomor 03765, namun sampai dengan tanggal jatuhlelang,
Debitur tidak pernah datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu
kredit gadai. Dengan kejadian tersebut, Kreditur beritikad baik untuk melakukan penundaan
lelang agar debitur dapat melunasi kredit gadai atau memperpanjang waktu kredit gadai,
sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009 yang disertai dengan melakukan
pemberitahuan lelang melalui telepon dan mengirim surat pemberitahuan lelang ke alamat tempat
tinggal debitur pada tanggal 23 Juli 2009 yang diterima oleh saudari Jenny Pada tanggal 24 Juli
2009. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 6 Agustus 2009, debitur masih juga tidak datang
untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. Agar hubungan
baik antara kreditur dengan debitur tetap terjaga, kreditur beritikad baik untuk memberikan
kesempatan kepada debitur, dengan menunda pelaksanaan lelang tanggal 6 Agustus 2009,
sehingga lelang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009. Tetapi sampai jatuh lelang tanggal 28
Agustus 2009, debitur tidak datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka
waktu kredit gadai. Sehingga kreditur melaksanakan lelang terhadap objek jaminan gadai milik
debitur pada tanggal 28 Agustus 2009.

Pihak debitur keberatan atas lelang objek jaminan gadai miliknya, karena debitur
beranggapan bahwa tidak pernah diberitahukan oleh kreditur mengenai informasi tanggal
lelangnya, sehingga debitur merasa telah ditipu oleh kreditur. Akhirnya debitur membawa
perkara ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Setelah itu BPSK
menyatakan kreditur tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan usahany yaitu
tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada debitur. Sebaliknya kreditur
menganggap bahwa debiturlah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kredit gadai atau
memperpanjang waktu kredit gadai miliknya. Atas putusan BPSK tersebut, kreditur melakukan



gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, tetapi putusan Pengadilan Negeri Medan meyatakan
menolak gugatan kreditur, selanjutnya kreditur melakukan kasasi dan putusan MA menyatakan
menolak permohonan pemohon kasasi. Tetapi dari putusan MA tersebut, terdapat perbedaan
pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu anggota majelis hakim, anggota majelis hakim
tersebut berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang
cukup (onvoldoende Gemotiveerd) dalam memutus perkara tersebut, yakni tidak memberikan
pertimbangan tentang lelang yang telah dilakukan kreditur terhadap barang perhiasan yang
dijadikan jaminan oleh debitur dalam hubungan pegang gadai antara kreditur dengan debitur.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan berangkat dari fakta hukum di atas, peneliti

mengajukan permasalahan - permasalahan hukum yang akan dibahas sebagai berikut:

1.Bagaimana tata cara lelang objek jaminan gadai?
2.Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses
lelang objek jaminan gadai?

3. Metode Penelitian

Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos, yang berarti cara atau
jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah - langkah praktis
dan sistematis yang ada dalam ilmu - ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah
bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan seseorang
mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Oleh sebab itu, tidak diperdebatkan lagi karena sudah
disepakati oleh komunitas ilmuwan dalam bidang tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja
yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang
telah ditentukan.

Penelitian ialah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah
dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta - fakta baru, yang bertujuan untuk
mendapatkan pengertian baru dan meninggikan tingkatilmu dan teknologi. Peneltian merupaken
suatu kegiatan ilmyah yng berkaytan dengan analisa dan konstruksy, yng dilakuken secare
metodologys, systematis, dan konsysten.

Kata Metodologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu: meta, hetedos, dan logos. Meta
artinya menuju, melalui, dan mengakui. Hetedos berartijalan atau cara. Sedangkan Logos berarti
studi tentang atau teori ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Menurut Louay, metodologi
ialah sebagai bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode -
metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena alam dan manusia. Dengan kata lain,
metodologi ialah bidang penelitian ilmiah yang membenarka, mendeskripsikan, dan menjelaskan
aturan - aturan maupun prosedur - prosedur ilmiah.!

Penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan penelitian normatif, Penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan Perundang -
undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian, dan doktrin. Sedangkan penelitian yang diteliti

! Hajar M., Model - Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Figh, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, h. 7 - 10



oleh peneliti adalah meneliti bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan apakah
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek

jaminan gadai.

Sehubungan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, penelitian ini menggunakan
pendekatan dalam melakukan penelitian, antara lain: Penedekatan Kasus (case approach) dalam
penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti peran BPSK dalam membatalkan proses eksekusi
objek jaminan gadai dan ratio decidendi yang digunakan hakim dalam kasus Eksekusi Objek
Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Study Kesus Putusen
Mahkamah AgungNo. 480K /Pdt. Sus/2012), Pendekatan Undang - Undang (statute approach)
dalam penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti mengenai norma yang bertentangan, serta
menelaah apakah peraturan perundang - undangan yang digunakan sudah sesuai dalam
menyelesaikan kasus Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen ( Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt. Sus/2012).
Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan
meneliti konsep - konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, jaminan gadai, eksekusi
gadai, wanprestasi, dan sebagainya, dalam kasus Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480
K/Pdt. Sus/2012).

Sumber - sumber hukum yng dipakai oleh peneliti dlam penelitiannya adlah sumber
hukum primer: Pasal 1150 - 1160 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ PMK. 06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta
Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sumber
hukum sekunder: Buku - buku yang terkait dengan objek penelitian, dan tulisan - tulisan ilmiah
yang terkait dengan objek penelitian. Sumber hukum tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.
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PEMBAHASAN
A. Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vendu, sedangkan dalam bahasa Inggris,
disebut dengan istilah auction. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda openbare
verkooping, openbare veiling, atau openbare verkopingen, yang berarti lelang atau penjualan dimuka
umum.?

Pengertian lelang di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menjual atau tindakan
jual dihadapan orang banyak dengan tawaran nilai atau harga yang terus meningkat tinggi, serta
pelaksanaannya dipimpin oleh pejabat lelang?. Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan, dan bentuk
penawaran harga biasa semakin tinggi atau rendah, dengan tujuan agar menghasilkan harga
tertinggi, dan dilakukan setelah adanya pengumumanlelangt. Yahya Harahap berpendapat lelang
adalah penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut
keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain
yang cakap dan dapat dipercaya yang ditunjuk untuk barang yang tetap dipakai bagi penjualan
itul5. Menurut Rochmat Soemitro, lelang adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat
mana seseorang hendak menjual sesuatu ataulebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun
dengan perantara kuasannya, memberikan kesempatan kepada orang - orang yang hadir
melakukan penawaran untuk membeli barang - barang yang ditawarkan sampai kepada saat
dimana kesempatan lenyap.5

Rochmat Sumitro mengemukakan syrat utame lelng adlah mengumpulkan para peminat
untuk mengadakan perjanjyan juel bely yng paling menguntungkan si pnjual. Sehingga
syaratnya ada tiga yang terdiri dari: penjualan umum harus selengkap mungkin (volledigheid),
ada kehendak untuk mengikat diri, pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat
ditunjuk sebelumnya¢.

Lelang adalah rangkaian kejadian, yang merupakan suatu proses penjualan barang yang
dilakukan oleh seseorang atau kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang - orang
untuk melakukan penawaran hingga akhir, yang terlebih dahulu harus dilewati dengan
pengumuman lelang. Maka unsur - unsur lelang adalah sebagai berikut:

Cara penjualan lelang

Terbuka untuk umum

Penawaran dilakukan secara kompetisi

Pengumuman lelang dan/ atau adanya upaya mengumpulkan peminat

Cara penjualan barang yang memenuhi unsur - unsur tersebut di atas harus dilakukan

SRS

oleh dan/ atau dihadapan pejabat lelang?.

2 Rachmadi Usman, S. H., M. H., Hukum Lelang, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19

3 Kamus besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 580

4+ WWW Balailelangstar.com

5 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, edisi kedua, Eresco, Bandung , 1997, h. 106

6 Ibid, h. 107

7 Purnama Tiora Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang,
Mandar ,Maju, Bandung, 2008, h.54



Jenis lelang  dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam
hubungannya dengan bareng yng akan dylelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab bareng
dilelang dibedakan antara lelang eksekusy dan lelng non eksekusy. Llang eksekusy
adalah lelang untuk melaksanakan putusn/ penetapn pengadylan atau dokumen yang
dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang - undangan yang berlak. Lelang non
eksekusi adlahlelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelng
non eksekusi sukarela. Siyfat lelng ditiynjau dari sudut penjual dalam hubungannya dngan
bareng yng akanm dilelng, dibedakan antara lelang yang sifatnya wajib, yang menurut
perundangn - undangang wajib melalui kantor lelang dnn lelang yang sifatnya sukarela atas
permintaan masyarakat. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan
penjualan barang milik Negara/ daerah dan kekayaan Negara yang dipisahkan sesuay
peraturan yang berlak. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan

kehendak perorangan atau badan untuk menjual barang miliknya.

a. Lelang Yang Bersifat Eksekusi Dan Wajib
1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negar (PUPN)

Lelang eksekusi PUPN adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada PUPN/
BPUPLN dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang Negara atasbarang jaminan/
sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada Negara berdsarkan
Undng - Undng Nomor 49 Prp Tahn 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Ngara.

2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama (PA)

Lelang eksekusi PN/ PA adalah lelang yang diminta oleh Panitera PN/ PA untk
melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam
rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yanh oleh pemegang hak tanggungan telh
diminta fiat eksekusi kepada ketua pengadilan.

3) Lelang Barang Temuan Dan Sytaan, Rampasan Kejaksaan/ Penyidk

Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan kejaksaan/ penyidik adalah lelang yang
dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang dalam kerangka acara pidana sebagaymana
diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acra Pidana (KUHAP) yang antara lan melputi
lelang eksekusi barang yang telah diputus dirampas untuk Negara, termasuk dalam kaitan itu
adalah lellang eksekusy Pasal 45 KUHAP yaitu lelang barang bukti yamg mudah rusk, busyuk,
dan memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi.

4) Lelang Sita Pajek

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan
piutang pajak kepada Negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. dasar hukum dary
pelaksanaan tentangini adalah Undng - Undng Nomr 19 Tahun 1997.

5) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (Barang Tak Brtuan)

Lelang direktorat jendral bea dan cukai dapat diadakan terhadap barang yang
dinyatakan tidak dikuasay, barang yang dikuasai Negara, barang yang menjadi milik Negra.
Direktorat jendral bead an cukai telah mengelompokkan barangmenjadi tiga, yaitu barangyng
dinyatakan tidak dikuasa, barang yang dikuasai Negara, barang yang mejadi milik Negara.
Lelang barangyang takbertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dlakukan terhdap
barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayarobea masukya.

6) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomr 4 Tahun 1996 Tntang
Hak Tanggungan (UUHT)



Lelang eksekusi yang dilakukan bedasarkan Pasal 6 UUHT, yang memeberikan haak
kepada pemegang haak tanggungan pertama untuk menjual sendiri secara lellang, trhadap
objek hak tanggungan apabila cidera janji. Pelaksanaannya didasrkan Pasal 6 UUHT.

7) Lellang Eksekusi Fidusia

Lelang eksekusi fidusia adalah lelnag terhadap objek fidusia karena debitur
cidera janji, sebagaimana diatur Undaang - Undangg Fidusya. Parate eksekusi fidusiaa,
krediytur tidak perlu meminta fiat eksekusu dari ketua pengadilan negeri apabila akaan
menjual secara lelang barang anggunan kridit yang diikat fidusua, jika debitur cidera janji.
b. Lellang Non Eksekusi Wajiib

Lelang barang inventaris instansi pemerintah pusat/ daerah adalah lelang yang
dilakukan dalam rangka penghapusan barang milik/ dikuasai Negara, termasuk dalam
pengertian barang miliik/dikuasai Negara adaalah asset pemerintah pusat/ daeraah, ABRI
maupun sipil. ~ Barang yang  dimiliki Negara  adalah barang yang pengadaannya
bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber - sumber lainnya ataw
barang yang nyaata - nyataa dimiliki Negara berdasarkan peraturan perundangg -
unndanganan yang berlaku, tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan.

c. Lelang Non Eksekusi Sukarela
1) Lelang Non Eksekusi Sukarela Swaasta

Lelang sukarela/ swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat
secara sukarela. Jenis pelayanan  lelang ini  sedang dikembangkan  untuk dapat
bersaing dengan berbagai bentukjual beliindivdu/ jual belibiasa yang dikenal dimasyarakat.
Lelang sukarela yang saat inii sudah berjalan antara lain lelang barang - barang milik
keduutaan/ korps diplomatik, lelang barang seni seperti karpet dan lukysan, lelang sukarela
yang diadakan oleh balai lellang.

2) Lelang Non Eksekusi Sukarela Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pasl 37 ayt (2) Peraturan Pemerintah Nomoor 12 Tahn 1998 tentang Perusahaan
Perserroan (Persero), bagi persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomoor 9 Tahn 1970 tentng
Penjualan dan/ atau pemindah tangaan barangg - baraang yng dimilyki/ dikuasai Negara,
yang harus melalui kantor lellang. Dalam penjelasan Pasall 37 dinyatakan guna memberykan
keleluasaan pada Persero dalam melaksanakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan
barang yang dimilyki/ dikuasai Negara, dinyatakan tidak brlaku. Persro tidak wajib menjual
barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lellang. Jka
Perrsero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang Non
Eksekusi Sukarelas.

Secara normative sebenarnya tidak ada peraturan perundang - undangan yang mengatur
asas lelang, namun apabila dicermati klausul - klausul dalam peraturan perundang - undangan
dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang dimaksud.

Asas lelang yang dimaksud antara lain asas keterbukaan (transparansi), asas persaingan

(competition), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.

Asas keterbukaan, menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya
rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak
dilarang oleh undang - undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului
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dengan pengumuman lelang. Asas inijuga untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak
sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi. Dan nepotisme (KKN).

Asas persaingan, mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap
peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaiang dalam mengajukan
penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/ atau melampaui nilai limit dari barang
yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Pada dasarnya penawar
tertinggi dari barang yang akan dilelang disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli lelang.

Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus
dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkempentingan. Asas
ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau
berpihak hanya pada kepentingan penjual. khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual
tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang - wenang yang berakibat merugikan pihak
tereksekusi.

Asas kepastian hukum, menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya
perlindungan hukum bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap
pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik.
Risalah lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan pejabat lelang untuk
mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Asas efisiensi, akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang
relative murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan
pembeli disahkan pada saat itu juga.

Asas akuntabilitas, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat

lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang®.

Selain asas - asas, ada juga Peranlelang yang dapat kita perhatikan dalam perekonomian,
yaitu sebagai berikut:

1. Mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang terhadap
subjektifitas seseorang yang berpengaruh bagi kualitas barang, kreativitas pembuatan, dan
nilai artistic suatu barang.

2. mampu memberi jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang pada saat
situasi perekonomian tidak menentu.

3. Mampu memberi jawaban yang pasti mengenai status kepemilikan suatu barang.

4. Harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standard an barometer (price referenc)
dalam sektor perekonomian tertentu.

Pranata lelang juga mempunyai manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli atau

pemenang lelang. Bagi penjual, manfaat lelang adalah sebagai berikut:

1. Mengurangirasa kecurigaan atau tuduhan kolusi dari masyarakat (dalam lelang investasi
pemerintah, buMN, atau BUMD) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi), karena
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penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarkat umum dapat
mengontrol pelaksanaannya.

2. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.

3. Penjualan lelang sangat efisien, karena didahuluidengan pengumuman sehingga peserta
lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang.

4. Penjual akan mendapatkan pembayran yang cepat, karena pembayaran dalam lelang
dilakukan secara tunai.

5. Penjual mendapatkan harga jual yang optimal, karena sifat penjualan lelang yang terbuka

(transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif.

Selanjutnya pranata lelang juga memiliki manfaat bagi pembeli atau pemenang lelang,
yakni sebagai berikut:

1. Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah, karena sistem lelang mengharuskan
pejabat lelang meneliti lebih dahulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan
dijual (legalitas subjek dan objek lelang).

2. dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak
perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke PPAT, tetapi
dengan risalah lelang pembeli dapat langsung kekantor pertanahan setempat untuk balik
nama. Hal tersebut karena risalah lelang merupakan akta autentik dan statusnya sama
dengan akta notarislo.
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Permohonan Lelang

Bagan pelayanan pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:
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Dokumen Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari:

Salinan atau fotokopi perjanjian utang piutang atau kredit

Salinan atau fotokopi perjanjian gadai

Salinan atau fotokopi perincian utang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi
Salinan atau fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang berupa peringatan - peringatan
maupun pernyataan dari pihak kreditur

5. Asli dan/ atau fotokopi bukti kepemilikan atau hak apabila berdasarkan peraturan
perundang - undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan atau hak, atau apabila bukti
kepemilikan atau hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan atau surat keterangan

Ll s

dari penjual bahwa barang -barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan atau hak
dengan menyebutkan alasannya.
6. Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur

oleh kreditur, yang diserhkan paling lama satu hari sbelum lelang dilaksanakan.11

Sebagai bukti pelaksanaan lelang, pejabat lelang wajib membuat acara lelang, yng
dinamakan dengan “Risalah Lelang”. Kewajiban membuat risalah lelang tersebut ditentukan
dalam Pasal 85 ayt (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Risalah lelang itu harus memuat apa, mengapa, dimana, bila, bagaimana, dansiapa - siapa
yang terlibat dalam pelaksanaan lelang. Apa yang dilelangkan menjelaskan tentang objek atas
barang yang dilelangkan. Mengapa dilakukan pelelangan menjelaskan latar belakang sampai
timbulnya lelang tersebut. Hal ini penting sekali dijelaskan dalam lelang eksekusi. Kemudian
dimana dilelangkan menjelaskan dimana dilaksanakan lelang tersebut dan kapan lelang
dilaksanakan. Bagaimana pelaksanaan lelang menjelaskan proses terjadinya penawaran sampai
dengan ditunjuknya pembeli lelang. Terakhir siapa - siapa yang terlibat dalam lelang, siapa
pemohon atau penjual lelang, siapa penawar - penawar, dan siapa pembeli lelang.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa risalah lelang tersebut merupakan suaatu
akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya sudah ditentukan undang -
undanng, yang dibuat oleh ataw di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang
untuuk itudi tempat mana akt3 tersebut dbuat. Ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPer, kemudian
dalam Pasal 165 HIR

Berdasarkan ketentuan diatas, maka suatu akta dapat dikatakan sebagai suatu akte
awtentik, bila memenuhi syarat - syarat yang terdiri dari:

1. Bentuk atau susunan (vorm) aktanya dibuat sesuai dengan yang ditentukanp leh
undaang - undanng (wettelijkje vorm).

2. Akta itu dibuat “oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan)” pejabat umum (openbaar
ambtenaar)

3. Pejabat umum yang membuat akta tersebut haruslah pejabat yang mempunyai wewenang
untuk membuat akta itu sesuai dengan wilayah kerjanya
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Bentuk risalah lelng harus berbahasa Indonesia dan diberi nomor urut. Dan untuk
susunan risalah lelang diatur dalam Pasal 86, 87, dan 88 Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

B. Gadai

Suatu masyarakat di Negara manapun juga selalu terdapat di satu pihak suatu golongan
manusia yang mempunyai bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi tidak atau tidak
cukup memiliki modal yang diperlukan untuk merealisasikan daya ciptanya dan dilain pihak
suatu golongan manusia yang boleh dikatakan berenang dalam harta kekayaannya yang
melimpah - limpah, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan dan memperbesar
kekayaannya itu. Jalan yang biasa ditempuh ialah bahwa orang yang termasuk dalam golongan
pertama itu mencari diantara orang - orang yng termasuk dalam golongan kedua yang mau
meminjaminya uang yang diperlukan, atau dengn istilah teknis yang mau memberikan kredit
kepadanya. Untuk memperoleh uang yang dibutuhkan itu dapat pula ia pergi ke sebuah bank.

Bank tidak begitu saja memberikan kredit, karena setiap kreditur selalu waspada dalam
memberikan kredit, kreditur selalu berhati -hati dan mengingat akan “Asas (character, capacity,
capital, dan collateral)” yang selalu diperhatikan sebelum memberikan kredit, sebab kreditur
selalu berusaha jangan sampai dihadapkan dengan suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan
oleh debitur.

Oleh karena itu, walaupun sudah ada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPer, seorang kreditur
yang berpengalaman dan memperhitungkan segala kemungkinan, selalu berusaha untuk
memperkuat kedudukannya sebagai kreditur, artinya untuk mendapat jaminan yang lebih kuat
daripada apa yang diberikan oleh pasal - pasal tersebut. Dan ini memang mungkin, karena
menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPer orang dapat mengadakan perjanjian (persutujuan) apapun
juga, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, jadi si kreditur dapat juga
mengadakan perjanjian untuk memperkuat posisinya sebagai kreditur, misalnya perjanjian untuk
memperoleh jaminan, untuk memperbesar kepastian bahwa piutangnya akan dibayar kembali.
Dengan memperoleh jaminan itu si kreditur seolah - olah menyisihkan, menyediakan,
memisahkan untuk diri sendiri barang - barang tertentu milik debitur atau kepunyaan milik ketig
dengan maksud untuk menjualnya dan mempergunakan hasil dari penjualan tadi untuk
membayar hutang si debitur kepadanya lebih dahulu daripada kreditur - kreditur lainnya.
Jaminan tersebut ialah gadai, apabila mengenai barang - barang bergerak seperti gelang, kalung,
kalung, intan, berlian, dan lain - lain?2.

Gadai ialah  suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerrak,
yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lainatas namanya untuk menjamin suattu
hutanng, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelnasan
dari barangtersebut lebih dahulu darikrediturr - krediturr lainya, kecuali biaya - biaya untuk
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu,
biaaya - biaya mana yang harus didahulukn (Pasal 1150 KUHPer). Dari definisi tersebut dapat
disimpulkan sebagai berykut:

a. Subjek gadaai adalah pemegang atau penerima gadai adalah kredytur. Pemberi gadai
adalah debitur atau oranglain atas namnya.
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b. Objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu yng
berupa surat - surat piutang atas bawa, atas tunjuk, dan atas nama.

c. Pemegang gadai menjadi kreditur prefken, artinya dalam mengambil pelunasan darii
penjualan barang gadai didahulukandaripada kreditur - kreditur lainnya kecuali biaya
untuk melelang  barang tersebut dan biaya  yang telah  dikeluarkan untuk
menyelamatkan setelah barang itu ddahulukan.

Hak gadai diadakan dengan memenuhi syarat - syarat tertentu yang berbeda menrut
jenisodan barrangnya:

a. Cara mengadakan hak gadaibenda bergerak yang berwujud dan surat piutang atas bawaa:

1. Harus ada perjanjian untuk memberikan gadai. Perjanjian ini bentuknya dalam kuhper
tidak diisyaratkan apaa-apaa,oleh karenanyabentuk perjanjian gadai dapat bebas tak
terikat oleh suatu bentukyang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakansecara tertulis
ataupun secara lisan saja. Dan secara tertulis itu bias diadakan dengan akte notariis
(merupakan akte otentiik), bias juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja

2. Barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/ berada diluar kekuasaan dari sii
pemberi gadai (inbeziitstelling). Dengan kata lain perkataan barangnya itu harus berada
dalam kekuasaan si pemegang gadaai. Bahkan ada ketentuan dalam kuhper bahhwa
gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pembri
gadaii (pasal 1152 kuhper).

b. Cara mengadakan hak gadai piutang atas namma:

1. Harus ada perjanjian gadai.
2. Harus ada pemberitahuan kepada debitur dari piutangnya yang digadaikan itu.

c. Cara mengadakan hak gadai piutang atas tnjuk:

1. Harus ada perjanjian gadai.
2. Harus ada endossemnn (menulis dibalik surat piutang tersebt) kemudian surat putang

itu diserahkan kepada pemegang gaadai.

Dengan adanya perjanjian gadai, maka menimbulkan hak dan kewajiban pada

pemegang gadai sebagai berikut:
a. Haak - haak pemegang gadai:

1. Apabila debitur wanprestsi, pemegang gadai berhak untuk menjual benda yng
digadaikan ataskekuasaannya sendiri, kemudian mengambil sebagian untuk mellunasi
utang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debiitur (Pasal 1155 kuhper).

2. Si pemegang gadai berhak mendapatkan pengambilan ongkos yang telah dikeluarkan
untuk keselamatan baranganya (Pasal 1157 ayat (2) kuhper).

3. Si pemegang gadai mempunyai hak retensi yakni menahan benda yang digadaiikan.
Hak retensi ini terjadi apabila setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul
perjanjian utangyang keduaantara para pihak danutang yangkedua inisudah dapat
ditagih sebelum pembayaran utang pertma, maka si pemegang gadai menang untuk
menahan benda itu sampai kedua macam utang itu dillunasi (Pasal 1159 ayat (2)
kuhper).



b. Kewajiban pemegang gadaai:

1. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga bnda
yang digadaikan, apabila semua itu terjadi atas kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1)
kuhper).

2. Si pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang gadai untuk
keperluannya sendiri. Jika si pemegang gadai menyalahgunakan barang tersebt, maaka
barang itu dapat diminta kembali oleh pemberi gadai.

Perjanjian gadai merupakan perjanjian accesoir yakni perjanjian yang selalu bersandar
pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uanng. Oleh karena ittu
apabila utang yang dijamin dengan gadai sudah lunas, maka hak gadai itu hapus apabila

barang gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadails.

Sahnya suatu pemberian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara
umum sebagaimana diatur dalamPasal 1320 KUHPer yang mengaturr mengenai syarat sahnnya
perjanjian diperlukan empat syarat:

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diriinya,
Kecakapan dalam membuat suatu perykatan,
Suatu hal tertenntu,
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Suatu sebab yang tidak terlarng!4.

Berdasarkan seluruh uraian diatas tentang gadai, dapat diketahui bahwa untuk disebut
gadai, maka harus terpenuhi unsur - unsur sebagai berikut: (Pasal 1150 KUHPer)

1. Gakdai hanya diberikan atas benda bergerak,

2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadaai,

3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu
atas piutang kredytur (droiit dee prefeerence),

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunaasan
secara mendahulu.15

Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan
secara mendahulu yang sebagaimana dijelaskan bahwa jaminan kebendaan dibedakan dari hak
istimewa dalam hal hak mendahulu atas pelunasan piutangnya adalah karena jaminan kebendaan
memberikan hak kepada pemegang jaminan kebendaan tersebut untk menjual sendiri benda
yang dijaminkan secaara kebendaan tersebut, dan selanjutnya mengambil sendiri pelunasan secara
mendahulu dari hasil penjualan tersebut. Hak untuk mengambil sendiri pelunasan secara
mendahulu melalui penjualan benda yang digadaikan dapat ditemukan pengaturannya dlam
ketentuan Pasaal 1155 KUHPer dan Pasal 1156 KUHPer.

Jika dibandingkan dengan Undang - Undang (UU) hak tanggungan Pasal 6 jo. Pasal 11
ayat (2) dikatakan bahwa dalam akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji bahwa
pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek

13 Komariah, S. H., M. Si., M. Hum., edisi revisi hukum perdata, universitas muhammadiyah malang press, malang,
2013, h. 101 - 103

14 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, kencana, Jakarta, 2005, h. 75

15 Ibid, h. 74



hak tanggungan apabila debitur cidera janji. Jadi dalam hal hak tanggungan hak untuk menjual
atas kekuasaan sendiri objek agunan diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama
berdasarkan perjanjian, sedangkan dalam halgadai hak tersebut diberikan oleh UU.

Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu
pemberitahuan yang sah.

Kedua ketentuan yang diatur dalam pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPer tersebut di atas,
menunjukkan pada kita semua bagaimana suatu hak gadai harus dilaksanakan oleh seorang
penerima gadai, dalam hal ini kreditur, manakala debitur cidera janji. Menurut ketentuan Pasal
1155 KUHPer, sebelum kreditur menyuruh menjual benda yang digadaykan, maaka ia harus
memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau pemberi
gadaai. Pemberitahun tersebut akan berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok dann
perjanjian gadainya telah ditentukan suatu jangka waktuu, dan jangka waktu tersebut tellah
lampau sedangkan debitur sendiri telah tidak memenuhi kewajibannya tersebt.16

Berdasarkan pasal 1155 KUHPer, pemegang gadai (kreditur) berhak apabila si debitur
tidak menempati janjinya, untuk dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang -
barang gadai itu, menjual barang - barang tersebut tanpa keharusan untuk memenuhi formalitas -
formalitas lainnya kecuali mengindahkan kebiasaan - kebiasaan setempat, ia tidak perlu minta
perantara perantaraan hakim, tidak perlu mempergunakan jasa - jasa jurusita, tidak memerlukan
penyitaan. Pemegang gadai menjual barang - barang yang digadaikan itu seolah - olah ia sendiri
adalah pemilik dari barang - barang tersebut. Seorang pemegang gadai adalah satu -satunya yang
dapat mengeksekusi tanpa titel eksekutorial. Setiap kreditur lainnya memerlukan suatu grosse
(salinan) dari keputusan hakim atau dari akte notaris, apabila ia hendak mengeksekusi, yaitu
menjual barang - barang yang menjadi milik debiturnya, untuk mendapatkan uang.

Disinilah letak pentingnya hak gadai bagi si kreditur: Pertama, ia adalah kreditur yang
preferent, yaitu kreditur yang harus didahulukan daripada kreditur - kreditur lainnya. Kedua, ia
dengan mudah dapat merealisasikan haknya.1”

Sedikit berbeda dari rumusan yang diberikan dalam Pasaal 1155 KUHPer yng
memungkinkan kreditur untuk menyuruh menjual sendiri benda yang digadaikan dan
mengambil pelunasan atas seluruh utanng, bunnga, dan biaya yang menjadi hakknya.
Diketentuan Passal 1156 KUHPer memberikan mekanisme penjualan benda gadai berdasarkan
penetapan pengadilan. Dalam hal terakhirrini, setelah suatu penjualan dilakukan oleh kreditur
berdasarkan perintah pengadiylan, maka kreditur  berkewajiban untuk  seegera
memberitahukannya kepada pemberi gadai, yang menurut ketentuan Pasal 1156 KUHPer,
dilakukan pada hari yang berikutnya apabila ada perhubungan pos harian ataupun suatu
perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama.

Hak untuk menjual benda gadai tersebut tidak memberikan hak kepada kreditur untuk
memiliki atau menjadi pemilik dari benda yang digadaikan kepadanya tersebut. Larangan ini
secara tegas dinyatakan dalam pasal 1154 KUHPer.18

16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, kencana, Jakarta, 2005, h. 174 - 175
17 Kartono, S. H., hak - hak jaminan Kredit, pradnya paramita, Jakarta, 1977, h.19
18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, kencana, Jakarta, 2005, h. 175 - 176



C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena
menyangkut aturan - aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen aja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang
sama untuk mendapat perlindungan, masing - masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah
berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling
berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas
dan tercapai.1?

Sebagai suatu konsepp, “konsummen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu
diberbagai Negara dan sampai saat ini sudah puluhan Negra sudah memiliki undang -
undang atau peraturn khususyang memberikan perlindungan kepada konsumen trmasuk
penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkembangan ituu, berbagai Negara tellah
pula menetapkan hakk - hakk konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan
perlindungn kepada konsumn. Di samping itu, telah pula berdiri organisasi konssumen
internasyonal, yaitu International Organization Off Consumer Union (IOCU). Di Indonesia tellah
pula berdiri baebagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogykarta, Surabya, dn
sbagainya.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consuumer (Inggrys - Ameryka),
atau consument/ konsumnt (Belnda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergntung
dalam posisimana ia berda.Secara harafiaharti kata consumer adalah (lawan dari proodusen)
setiap orang yang menggunakan barng. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti
menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersbut. Begitu pula Kams Bahasa
Inggrys - Indonesia memberi arti consumer sebagai pemakai atau konsumn.20

Pengertian konsumen menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum
Perlindungan konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, oramg lain, maupun mahluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.”

Unsur -Unsur definisi konsumen:

setiaap orang

pemakai

barang dan/ atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat

bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain

AL N

barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan?2.

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan
terlebih hak - haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen

19 Celina tri siwi kristiyanti, S. H.,, M. Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 1
20 Celina tri siwi kristiyanti, S. H., M. Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 22
21 Celina tri siwi kristiyanti, S. H., M. Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 27



sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak - hak pokok
konsumen, yang dapat dijadikan sebagailandasan perjuangan untuk mewujudkan hakk - hakk
tersbut. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUU Nomor 98 tahn 1999 (UUPK):

1. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa

2. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa
tersebut sesuai drngan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. hakatasinformasi yang benar, jelas, danjujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/
atau jasa

4. hakuntuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan

5. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut

6. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi

8. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang
dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.

9. hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya22.

Adapun hak - hak pokok konsumen, ada juga kewajiban konsumen yang sebgaimana
dimaksud dalam Pasal 5 (UUPK) adalah sebgai berikut:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa

el

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 1angka 3 Undanng-Undangg Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) disebutkan pelaku
usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usahha, baik yang berbentuk badan hukm
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegyatan
dalam wilayah hukum Republik Indonesiaa, baik sendiri maupun bersama - sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selanjutnya Pasal3 ayat (2) Directive menyebutkan bahwa:siapa punyang mengimpor
suatu produk kelingkungan European economic community (EC/ MEE) dalah produsen.
Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus
menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. Ketentuan ini
mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir Negara ketiga mendapatkan
jaminan melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksporitr bertanggung jawab
sepenuhnya atas barang yang di masukkan EC. Lebih lanjut lagi, pedagang/ penyalur yang
mengedarkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, bertanggung jawab atas barang
tersebut. Demikian pula tanggung jawab penyalur/ pedagang ini timbul atas barang yang
diimpor dari Negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya.

Hak - hak pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 6 UUPK yang membebaskan Pelaku

dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen:

2 Celina tri siwi kristiyanti, S. H., M. Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 31 - 32



1. hakuntuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan

2. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik

3. hakuntuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen

4. hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan

5. hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan

Adapun hak - hak pelaku usaha, ada juga kewajiban pelaku usaha yang sebgaimana
dimaksud dalam Pasal 7 (UUPK) adalah sebgai berikut:

1. beritikad baik dalam melakukan usahanya

2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan

3. memeprlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi

4. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/
atau jasa tertentu serta memberijaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/
atau yang diperdagangkan

6. memberi kompensasi, gantirugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan

7. memberi kompensasi gantirugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.23

Hubungan hukum antara pelaku usaaha/ penjual dengan konsumen tidak terttutup
kemungkinan timbulnya perselisyhan/ sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen
diselesaikan melalui gugatn di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat
dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa
konsumen karena proses perkara yaang terlalu lama dan sangat birokratis. Berdasarkan Pasal
45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melallui

peradilan yang berda di lingkungan peradilan umum.

Di luar pengadilan umum UUPK memmbuat terobosan dngan memfasilitasi parra
konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan guggatan ke pelaku usaha di luar
peradilan, yaitu badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan
dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk
gugatan secara peroraangan, sedangkan gugatan secara kelompok (class action) dlakukan
melalui peradilan umumm.

BPSK adalah pengadilan khusus konsumenn (smal claim courrt) yang sangat
diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat,
sedehana, dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai

2 Celina tri siwi kristiyanti, S. H., M. Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 41 - 43



kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pyhak
ketigaa (pengaacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari
BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Peran BPSK dalam menangani sengketa konsumen, yakni terdiri dari tugas dan wewenang
BPSK yang diatur dalam Pasal 52 UUPK antara lain:

1. melaksanakan penanganandan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melallui
medyasi, arbytrasi, ataau konsiliasi

2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen

3. pengawasan klausul baaku

4. melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang - undang ini

5. menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis tentang dylanggarnya
perlindungan konsumen

6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen

7. memanggil pelaku usaha pelanggar

8. menghadirkan saksi, saksi ahli, dann/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui
pelanggaran itu

9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan tersebut huruf g, apabila tidak mauu
memenuhi panggilan

10. mendapatkan peenelitidann/ atau menilai suratt, dokumen atau alatt - allat bukti lain
guna penyelidikan dann/ atau pemeriksaan.

11. memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian kosumen

12. memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggar undanng - undanng

13. menjatuhkan sanksiadministrative kepada pelaku usahapelanggar undang - undanng.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk majelis yang terdiriatas setidaknya
tiga anggota dibantu oleh seorang panitera (Pasal 54 ayat (1) dan (2)). Putusan yang
dijatuhkan Majelis BPSK bersifat fynal dab mengykat (Pasal 54 ayat (3)). BPSK wajib
menjatuhkan putusan sellambat - lambattnya 2I (dua puluh sattu) hari sejak gugatan diterima
(Pasal 55). Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7
(tujuuh) hari setelah diterimnya, atau apabila ia keberatan dapat mengajukannya kpada
Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) harii. Pengadilan negeri yanng
menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 (dua
puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan trsebut (Pasal 58). Selanjutnya kasasi paada
putusan Pengadilan Negeri ini diberi waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung (MA). Keputuusan MA wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30hari sejak

permohonan kasasi (Pasal 58).24

E. Eksekusi Objek Gadai (study kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/ Pdt. Sus/ 2012)
Kasus Posisi

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 480 K/ Pdt. Sus/ 2012, mengenai sengketa
antara kreditur dengan debitur atas eksekusi lelang objek jaminan gadai. Awalnya Martha Sitorus
(debitur) yang bertempat tinggal di jalan Matahari II No. 140 blok 5, Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan mendatangai PERUM Pegadaian kator wilayah I

2 Celina tri siwi kristiyanti, S. H., M. Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 127 dan
128



(kreditur) yang berkedudukan dijalan Pegadaian No. 112 Medan, untuk mengajukan kredit gadai.
Singkat cerita, Martha Sitorus mendapat fasilitas kredit gadai dengan Surat Bukti Kredit (SBK)
Nomor 03763 dan Nomor 03765 dengan jumlah pinjaman kurang lebih sebesar Rp.9.700.000, -
(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PERUM pegadaian kantor wilayah I Kota Medan,
dengan objek jaminan gadainya berupa: Rante Tura Mancur, Gelang Kaki model Gelombang,
Cincin Elisabeth Mata Berlian, dan Liontin Labu Mata Berlian.

Kredit gadai yang disalurkan oleh Kreditur ke Debitur telah jatuh lelang pada tanggal 20
Juli 2009 dengan SBK Nomor 03763 dan Nomor 03765, namun sampai dengan tanggal jatuh lelang,
Debitur tidak pernah datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu
kredit gadai. Dengan kejadian tersebut, Kreditur beritikad baik untuk melakukan penundaan
lelang agar debitur dapat melunasi kredit gadai atau memperpanjang waktu kredit gadai,
sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009 yang disertai dengan melakukan
pemberitahuan lelang melalui telepon dan mengirim surat pemberitahuan lelang ke alamat tempat
tinggal debitur pada tanggal 23 Juli 2009 yang diterima oleh saudari Jenny Pada tanggal 24 Juli
2009. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 6 Agustus 2009, debitur masih juga tidak datang
untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. Agar hubungan
baik antara kreditur dengan debitur tetap terjaga, kreditur beritikad baik untuk memberikan
kesempatan kepada debitur, dengan menunda pelaksanaan lelang tanggal 6 Agustus 2009,
sehingga lelang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009. Tetapi sampai jatuh lelang tanggal 28
Agustus 2009, debitur tidak datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka
waktu kredit gadai. Sehingga kreditur melaksanakan lelang terhadap objek jaminan gadai milik
debitur pada tanggal 28 Agustus 20009.

Pihak debitur keberatan atas lelang objek jaminan gadai miliknya, karena debitur
beranggapan bahwa tidak pernah diberitahukan oleh kreditur mengenai informasi tanggal
lelangnya, sehingga debitur merasa telah ditipu oleh kreditur. Akhirnya debitur membawa
perkara ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Setelah itu BPSK
menyatakan kreditur tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu
tidak memberikan informasi yang jelas dan jujurr kepada debitur. Sebaliknya kreditur
menganggap bahwa debiturlah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kredit gadai atau
memperpanjang waktu kredit gadai miliknya. Atas putusan BPSK tersebut, kreditur melakukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, tetapi putusan Pengadilan Negeri Medan meyatakan
menolak gugatan kreditur, selanjutnya kreditur melakukan kasasi dan putusan MA menyatakan
menolak permohonan pemohon kasasi. Tetapi dari putusan MA tersebut, terdapat perbedaan
pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu anggota majelis hakim, anggota majelis hakim
tersebut berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang
cukup (onvoldoende Gemotiveerd) dalam memutus perkara tersebut, yakni tidak memberikan
pertimbangan tentang lelang yang telah dilakukan kreditur terhadap barang perhiasan yang
dijadikan jaminan oleh debitur dalam hubungan pegang gadai antara kreditur dengan debitur.

Berdasarkan ringkasan uraian kasus posisi yang diteliti oleh peneliti tentang Putusan
Mahkamah Agung Nomor 480 K/ Pdt. Sus/ 2012. Peneliti menemukan fakta - fakta hukum antara

lain:

1. Bahwa, Martha Sitorus (debitur) yang bertempat tinggal di jalan Matahari II No. 140
blok 5, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan mendatangai



PERUM Pegadaian kator wilayah I (kreditur) yang berkedudukan di jalan Pegadaian
No. 112 Medan, untuk mengajukan kredit gadai.

2. Bahwa, Martha Sitorus sepakat untuk melakukan perjanjian gadai dengan PERUM
Pegadaian kator wilayah I yang berkedudukan di jalan Pegadaian No. 112 Medan,
dengan jaminan gadai berupa Rante Tura Mancur, Gelang Kaki model Gelombang,
Cincin Elisabeth Mata Berlian, dan Liontin Labu Mata Berlian

3. Bahwa, Marta Sitorus sepakat untuk gadai perhiasan - perhiasannya dengan nominal
Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Surat Bukti Kredit (SBK)
Nomor 03763 dan Nomor 03765.

4. Bahwa, Kreditur meberikan informasi ke debitur, tentang Kredit gadai yang disalurkan
oleh Kreditur ke Debitur telah jatuh lelang pada tanggal 20 Juli 2009 dengan SBK Nomor
03763 dan Nomor 03765. Namun debitur tidak pernah datang untuk melunasi kredit
gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai.

5. Bahwa, Kreditur beritikad baik untuk melakukan penundaan lelang, dengan maksud
agar debitur dapat melunasi kredit gadai atau memperpanjang waktu kredit gadai,
sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009, yang disertai dengan melakukan
pemberitahuan lelang melalui telepon dan mengirim surat pemberitahuan lelang ke
alamat tempat tinggal debitur pada tanggal 23 Juli 2009, yang diterima oleh saudari
Jenny Pada tanggal 24 Juli 2009.

6. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 6 Agustus 2009, debitur masih juga tidak
datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai.

7. Bahwa, kreditur beritikad baik untuk memberikan kesempatan kepada debitur, dengan
maksud Agar hubungan baik antara kreditur dengan debitur tetap terjaga. Maka
kreditur menunda pelaksanaan lelang tanggal 6 Agustus 2009, sehingga lelang
dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009.

8. Bahwa, debitur tidak datang lagi untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang
jangka waktu kredit gadai, sampai jatuh lelang tanggal 28 Agustus 2009.

9. Bahwa, kreditur telah beritikad baik dengn menunda lelang sampai tiga kali dengan
pemberitahuan lelang ke debitur sebelum lelang dilaksanakan, tetapi debitur tidak ada
itikad baik untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit
gadai. Sehingga dengan terpaksa kreditur melaksanakan lelang terhadap objek jaminan
gadai milik debitur pada tanggal 28 Agustus 2009.

10. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukan oleh peneliti, maka peneliti
berpendapat bahwa subjek yang bersengketa adalah Kreditur dan Debitur, bukan
Konsumen dan Pelaku Usaha/ Penjual.

11. Bahwa, Perjanjian yang dilakukan ini sifatnya minjam - meminjam uang, bukan jual -
beli barang atau jasa.

12. Bahwa, tindakan kreditur yang melakukan lelang terthadap objek jaminan milik
debitur, telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1155 Kitab Undang -
Undang Hukum Perdata (KHUPer)

Sehingga pendapat peneliti tentang peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
adalah sebagai pengadilan khusus konsumen, yang berwenang menangani dan menyelesaikan
sengketa anatara konsumen dan pelaku usaha/ penjual. Oleh karena itu, BPSK tidak berwenang
untuk membatalkan eksekusi objek jaminan gadai yang dilakukan oleh kreditur. Karena subjek



yang bersengketa adalah antara kreditur dan debitur, bukan konsumen dan pelaku usaha/
penjual.

KESIMPULAN:

1. Bahwa berdasarkan pasal 1155 KUHPer, pemegang gadai (kreditur) berhak apabila si
debitur tidak menempati janjinya, untuk dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari
pemilik barang - barang gadai itu, menjual barang - barang tersebut tanpa keharusan
untuk memenuhi formalitas - formalitas lainnya kecuali mengindahkan kebiasaan -
kebiasaan setempat, ia tidak perlu minta perantara perantaraan hakim, tidak perlu
mempergunakan jasa - jasa jurusita, tidak memerlukan penyitaan. Pemegang gadai
menjual barang - barang yang digadaikanitu seolah - olah ia sendiri adalah pemilik dari
barang - barang tersebut. Seorang pemegang gadai adalah satu -satunya yang dapat
mengeksekusi tanpa titel eksekutorial.

2. hak gadaibagi si kreditur: Pertama, ia adalah kreditur yang preferent, yaitu kreditur yang
harus didahulukan daripada kreditur - kreditur lainnya. Kedua, ia dengan mudah dapat
merealisasikan haknya.

3. BPSK tidak berwenang untuk membatalkan eksekusi objek jaminan gadai yang dilakukan
oleh kreditur. Karena subjek yang bersengketa adalah antara kreditur dan debitur, bukan
konsumen dan pelaku usaha/ penjual.

SARAN:

1. Hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus teliti dan bijak dalam
memeprtimbangkan fakta - fakta hukum yang ada, sehingga putusan tersebut tidak
menimbulkan kerugian bagi pihak - pihak yang berperkara di Pengadilan

2. Hendaknya kreditur mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan
mahkamah agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak kreditur



